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ERBITNYA Peraturan Femcerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) me-
rupakan persoalan serius ketatanegaraan
Kita. Perppu Ciptaker nyata-nyara tidak melaksa
nakan putusan Mahkamah Konstitusi, Karenanya,
secara teori talah pelanggaran konstitusi sehingga
masuk klasifikasi pengkhianatan terhadap negara
yang dapat menjadi pintu masuk pemberhentian
(impecchment) terhadap Presiden Joko Widada,

Kegentingan yang dipaksakan
Sermua abli uluom konstitasi paham balwva syarat
konstitusional terbitnya perppu ialah adanya ke
entingan yang el ditey
dalam Pasal 22 ayat (13 UUD 1945, Putusan MK No
13HPUU-VILZ009, ketika menguji Kenstitusienalitas
Perppu 4/2009 terkait KPK, memutaskan syarat
, Gahy Iaghl maTia
il kemstitusiialah pertama, kebutuhan men
desak untuk menyelesalkan masalab hukum se
cepat. Kedua, kekosongan hukum atau ada undang
unidang, tetap tidak

berargumen sembilan bulan wakru yang tersisa
tidak culeup sebelum batas waktu dua ta -
sanakan putusan MK terkair UU Cipraker tidak boleh
dijadikan alasan penerhitan perppu. Karena itu,
penerbitan Pecppu Ciptaker senyatanya ialah ben
gung jasvab karena tdak mampu
dan tidal mau melaksanakan putusan MK fersebu

Meskipun senyatanya ialah presiden dan PR
sendiri yang menyebablan tidak eukupnya wakiu
tersebut, apalagi jika harus memenuhi partisipasi
publik yang bermakna treaningful public participa
tion) sebagaimana disyaratkan oleh putusan MK
dengan UL yang tebalnya lebih dari 1000 halaman
akan metode amnibus fow, jalan pintas
lsa memang hanya perppu dengan visiko
g serdar) awal disadari, yaitu menabrak pumasan
ME dan menabrak konstitusi bernegara.

Bukan hanya menabrak putusan MK dan UL
pencrbitan Perppu Cipraker yang merupakan per
ubahan UL Ciptaker tentunya masih mengadapsi
metode prpibus dan karenanya menabrak ke-
tentuan Pasal 124 UU 13 Tahun 2022 terkait
permbentukan perataran perundang-un
dANEAN VANE MEengatur ‘penggunian 2
metode amuibus dalam penyusunan
5UATN TANCANEAN Pernturan peran- L
dangundangan harus ditetapkan datam
dokumen perenganaan’

hukum tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan
cara membuat undan dang karena akan lama.

Apakah it berarti presiden dapat bebas semau
nys menerbitkan perppu K
presiden? MK menegaskan tidaklah demikian. Pu
tusan MK 138 membatasi, ‘pembuatan perppu me-
mang di tangan presiden. yang artinya tergantung

spada penilatan subjekil presiden. Namun, tidak
Dberarti babwa secara absolut terzantung ke,
penilaian subjektif presiden karena sebagaimana
telah diuraikan di atas penilaian subjektif presiden
tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang
abjekrif, yaita adanya tiga syarat sehagai parameter
adanya kegentingan yang memalksa’

Jadi. meskipun betul hok subjektil presiden
tetaplah harus ada nbjektivitas yang secara politik
diuji dalam forum persetujuan ataupun penolakan
perppudi DPR ataupun pengujian konstitusionslitas
perppu atau UU nya di forum MK
r farum DPR dan MK, secara teori ket
negaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat
dipertanggungiowablan secara lugika dan akal se-
hat (tegic and reasenahic). Karena (. kegentingan
tersebmt seharusnya didasarkan pada ancan
serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan
semsata atau dalam ko Konstitus Perancis, Pasal
16 mengatakan kedaruratan itu haruslah serioees
and mimediate threat

Putusan MK dan ancaman langsung it sejalan
dengan pandangan Profesor Jimly Asshidigie yang
menegaskan babwa dararat bagi ne, memiliki
Tiga unsur penting yang harus dipenuli secara
kumulatif, yaitu- adanya ancaman yang memb
hayakan (dangerous threary, keburuhan yang meng-
haruskan treeas ity dan keter
wakitu Uimired time) yang mendesal

Membaca hagian menimbang Perppu % Tahun
2022, utamanya huruf d, ‘bahwa dinamika global
yang disebabkan terjadings kenaikan harga en-
ergi dan harga pangan. perubahan iklim {climate
change), dun terganggunya cantai pasokan {supply
chain) telal menyebabkan terjadings penurunan
pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinga kenai-
Jan infas yang akan berdampak secara signifikan
kepada perekonomian nasional’, Maka i, bukan
termasuk kategori ancaman yang betul berul serius
dan nyata yang memerlukan presideniol constii-
rional emergency polwer yang merupakan art pen-
tungnya perppu.

Kalau didalilkan perang Rusia-Ukraina, ekont
pascapandemi covid 19, dan potensi resesi 202%
Tl tersebut selah lama terjadi, termasuk 13 bulan
sejak Putusan MK soal ciptaker pada 3 November
2021, Selama lebil dari setabun i, mengapa tidak
dilakukan langkah-langkah serius melaksanakan
pustisan MI Karena il Wamen kam dan HAR yang

7

ena it hak subjeksil

1 perencan tersebut me-
rujuk Kepadi_program legislasi nasional
Senientara i, penerbiian perppu tentu saja
karateristiknya ialah tanpa peren-
canaan karena sifamya yang
genting dan memaksa Ka %7
rena i, penggunasn metsde
omaibus faw seharusnya tidak
memungkinkan untk peoerbitan
perppu sebagaimana dilakukan da
lam Perppu Ciplaker

Dengan berbagai persaalan
f, pertany mendasar
vang hadir ialah apakah
Perppu Ciptaker menjawah
kegentingan yang memaksa
laukah kegéntingan yang
sengala dipaksakan?

Pelecehan Mahkamah
Kenstitusi

Menjadi lebih problematik
karena Ferppu Ciptaker
dimaksudkan pula untuk
menggugurkan Pulusan
MK Nomor 109/PUU
XVIILZO020 tentang UL
Ciptaker. Putusan MK
Ciptaker seeara uji
formal menyatakan
undang-undang
tersebut inkon
stitusional ber-
syarat karena
prases pembus
annya problematic,
termasuk soal 1id
adanya landasan
metode omaibus b
perubahan norma b
kum UL Ciptaker se-
belum diundangkan,
dan b
penting ialah tanpa
par publik yang
hermakna (meaningfe
prticipation).

Putusan MK jelas
mmengarahkan pembuat-
an undang undang. bu
1 perppu. Kalan akan
diubah dengan perppu,
harusada dasar kegen
Fan yang memaksa yang
wai tidak terbantah-
kan, bukan hanya perki
raan ataupun dugaan

dak

san

ranpa kegentingan vang tidak rerbantabkan,
Perppu Ciptaker akan menjaci pelanggaran serius
atas Putusan MK Ciptaker. Meminjam kanscp ada
nya pelecehan parlemen (contempt of particmenn,
tidak menghormati putusan MK ialah pelecehan
terhasdap Mahkamah, aliss contempt of constitu-
tonai £ourt.

Saya sendiri berpendapat bahwa bukan berarti
presiden tidak dapat menerbitkan perppu untuk
melaksanakan putusan MK, Bila memang ada
kegentingan yang serius dan nyat serta untuk
kepentingan penyelamatan bangsa, perppu untuk
menghormati putusan MK dapat saja dikeluarkan,
Misalnya, Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-
1V/2006 memberikan wakou tiga talvan bagi presiden
dsn DPR untuk membust undang-undans tersendict
teckait pengadilan tindak pidana kerupsl. Ketika
batas waktu 9 Desember 2009 nyaris terlampaui,
apsi pencrbitan perpps sempat dimuneulkon. Tanpa
selesainys undang-undang, peng-
adilan tipikar akan kehi

langan dasar hukumnys,
ndak ada undang-un-

dang lain vang
bisa menjadida-
sar ek tensi
pengadilan ka
rupsi. Perppu
pengadilan
tipikor kare
nanya dipec-
lukan wnuik
mengis | keko-
songan hukum
serta menyela-
markan agenda
pemberantas

;. kerupsi
Tidak demi-
kian halnya de

ngan Perppu Cip-
taker. Tanpa_diterbitkan
perppu atau babkan U
Ciptaker sekalipun. masih
adda banyak

putusan MK, presiden telah memberikan contoh
buruk hahwa putusan ME dapat tidak diharmats
Jika dibiarkan, ke depan ini bisa menjadi preseden
buruk, Dengan menggenting-gentingkan situass
negara. tanpa maksud penyelamatan bangsa,
searang presiden bisa sajn menerhitkan perppu
yang menggugurkan purusan MK,

Lebih berbahaya lagi, tidak melaksanakan putas-
an ME, herarti melanggar konstitusi karena MK
adalah constiutional argan yang eksistensi dan
fungsinya diawr dalam ULD 1945 Pelanggaran
konstitusi ialah salah satu definisi ‘pengkhianat-
an terhadap negara’ yang membuka pintu bagi
proses pemakzulan presiden (mpeachment), Pasal
169 hurafl d UL Pemily, pada bagian penjclasan-
nya mengatur bahwa tidak pernah mengkhianat
negara’ ialah termasuk tidak pernah melanggar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Dengan demikian, kanstruksi hukumnya: mener-
bitkan Perppu Cipraker ialah tidak melaksanakan
HUbiEE ME yang merupakan pelanggaran konst

sbmmelangar sumpab jabatan yang diatus dalac
T 8 10T 1945 dengan [ataz, = memegang tegub
Undang-Undang Dasar dan nmnmnnkan segala
undang dan peraturannya dengan seluros-
lurusnya.” Pelanggaran konsttusi dan sumpah
jabatan ialah pengkhianatan terhadap negarn yang
masubs kategori impeachment article sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 74 UUD 1945,

Kenapa saya memasukkannya ke dalam kategori
pengkhianatan terhadap negara’ dan bukan per
buatan e
huruf] UL Permilu mengarur i
ke arah perbuatan asusila, 1 melakukan per-
buatan yang bertentangan dengan norma agama,
aorma susila, dan norma adat, sepert jusds mabuk,
pecandu narkotika, dan zina’,

Meskipun dapat dimasukkan ke dalam klasifikass
‘pengkhiznaran rerhadap negara’, tentu kita paharm
Babwa impenchment merupakan perpaduan p
politik dan hukum di DPR, MK, dan MPR. Matca fru,
realitas politk di ketiga lembaga negara i, hahkan
di MK selealipun yang semestinya lembaga hulum,

b

Vang mengatur materi n\\m
tan cipla kerja, Yan,
bukanlah kekasangan
hukum karena

sebelumnya masih
da aturan norma di
tiap-tisp undang undang
yang diuhah aleh UL Cipraker
Yang terjadi hanyalah per
ubahan paradigma i bidang
ciptaker yang diklaim lebih
ramah investass Satu klaim yang
selalu bisa diperdehatkan ketika di
dapkan dengan kepentingan pub-
lik yang lebih luas dan kelestarian
linghkungan. Jadi, masalahn
bulsanlah purusan MK yang digu
gurkan dengan perppu, tetpi
perppu yang diterbitkan bu
kanlah pelaksanaan, tetapi
justry tidak melaksanakar
putusan MK itu sendirt

Pemakzulan presiden
Tidak menghormati putusan MK itulah
akibat yang paling problenat
nya Perppu Ciptaker. Bagaimana tidak? Dengan
menerbitkan perppu, vang tidak melaksanakan

tetap \ rubi arab pemakzulan, alias pe
ecatan presiden

D DPR dengan kaal
mayoritas mutlak tanpa ada perubahan kompasisi
Lualisi-apusist, meskipun dengan bergesernya pisisi
Partai NasTiem yang dianggap tidak lagi solid di da
lam pemerintahan, wiap saja proses pemakzsolan
Presiden [okowi memang tidak mudah dilakukan,
bahkan dimulai sekalipun. (o sebabnya Presiden
percaya diri menerbitkan Perppu Cipta
berpotenst melanggar kenstitus sekalipun karena
meyakini alih alih dianggap melanggar UUD 1945
ataupun mengkhianat negar Presiden meyakin
perppu cmmksr akan disetujui DPR menjadi un

Lerintahan yang masih

hAJa\lp\m misalnya. anggaplah DPE tidak menye
twjui Perppu Ciptaker dan mermulal proses pemak-
zulan, proses di MK pun saya prediksi akan berbeda
dibandingkan dengan pengujian LU Ciptaker
yang memutuskan bertentangan dengan UUD 1945
secara bersyarat tondicienally ansonsourtonald)

Dalam purusan UL Ciptaker, lima hakim konsti
tusi, termasuk Profesor Aswano, becbanding empat
hakim yang lain, berani membatalkan U Ciptake
Sekarang dengan telah dipecatinga Hakim Asvant
jangankan untuk MK menyetujui proses pemakzu
Lan presiden, hahkan membatalkan Perppu Ciptaker
ataupun UL yang mengesahkannya saya ragu MK
akan beranl dan independen. Sebagaimana KPK
yang telah dilumpuhkan, MK pun sayangnya telah
juga dikerdilkan

Dengan demikian, saya memprediksi tanpa ada
perubahan kaalisi politik signiikan di DR dan tan-

pa MK kembali merebut independensinya, Perppa
Ciptaker akan se ag-undang di lo-
rum DPR dan dikuatkan konstitusionalitasnya oleh
MEK. Hal demikian bukan berarti karena penerbitan
Perppu Ciptaker it benar dan konstitasional, tetapi
Lebih karena dunia politik dan hukum kita memang
sedang sakit parah. alias makin jaub daci prinsip
2 telah diamanatkan UUD 1945

megars hukum y
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